BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM P.A
SIDOARJO NO. 1784/Pdt.G/ 2008/ PA.Sda TENTANG PEMBERIAN NAFKAH

DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Pemberian Nafkah Dalam Putusan P.A No.1784/Pdt.G/ 2008/ PA.Sda Tentang
Cerai Gugat

Pada hakikatnya dalam satu perceraian bukan hanya kepentingan
penggugat saja yang harus diperhatikan akan tetapi kepentingan tergugat pun
harus diperhatikan sehingga harus mempelajari isi gugatan, karena dalam hal ini
ada bantahan atau penyangkalan dari pihak tergugat dalam perkara yang akan
dijatuhkan. Untuk mengetahui bukti-bukti dan alasan-alasan tersebut yaitu
dengan melakukan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, sehingga
semua akan lebih jelas sebab berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang
bersangkutan. Oleh karena itu dalam menyelesaikan serta memutuskan suatu
perkara, hendaknya seorang Hakim harus senantiasa bijaksana dalam
menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.
Maksudnya ialah hakim haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan
hukum yang jelas sebagai dasar dalam memutus suatu perkara khususnya terkait

masalah perceraian, guna menjadikan suatu perceraian yang bertanggung jawab
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dan membawa kemanfaatan serta rasa keadilan bagi kedua pihak yang

melakukan perceraian. Karena perceraian merupakan perkara yang khusus dan

berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.

Terkait permasalahan hukum dalam putusan cerai gugat tentang
pemberian nafkah ini, penulis terfokus untuk menganalisis tentang dasar
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memeriksa, mengadili
serta memutus perkara cerai gugat No. 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda, yang lebih
jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat
tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau
kuasanya, pertama-tama Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dengan menaschati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra.Siti Muarofah Sa’adah,
S.H, tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan ketua majelis Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan dan tambahan dalil-
dalil surat gugatannya. Proses mediasi adalah penting sebagai guna
mendapatkan solusi perdamaian di luar peradilan, dan hendaknya majelis
hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan

sebagaimana dimaksud pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf
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(b,c,dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 33 Undang-
undang No. 1 Tahun 1974, demikian juga berdasarkan pasal 41huruf b UU
No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 98 huruf a dan ¢ Pasal 149 huruf d Kompilsi
Hukum Islam.'
. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan alat
bukti surat yang berupa foto copy akta nikah telah dicocokkan dengan
aslinya serta 2 orang saksi telah disumpah oleh karenanya secara formil dapat
diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Dan menurut konfirmasi dari
hakim ketua bahwasanya ketentuan tersebut terdapat pada pasal 164 HIR,
pasal 284 Rbg, dan pasal 1866 BW, yang secara garis besar mengatur macam-
macam alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata,
meliputi :
a. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis).
b. Keterangan saksi.
c. Persangkaan hakim.
d. Pengakuan,
e. Sumpah.

Berdasarkan alasan dan pembuktian baik oleh Penggugat dan saksi-
saksi di persidangan maka unsur alasan perceraian perceraian sebagaimana

ditegaskan pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b,c

! Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
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dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi. mengingat tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai
serta dibiarkan tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sebagaimana
diharapkan oleh lembaga perkawinan. Yaitu “Suami istri wajib saling
mencintai, hormat menghormati, setia member nafkah yang satu dengan yang
lain berdasarkan pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud”.?

Berdasarkan pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 98 huruf a
dan ¢ dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi
perceraian, maka pemeliharaan seorang anak tersebut diserahkan/hak
Penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai umur 21
tahun ditanggung atau krwajiban tergugat.

Putusan Hakim PA yang menggabulkan memberikan nafkah iddah
kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000 x 3 bln = Rp. 900.000 karena majelis
hakim mempunyai alasan ternyata Tergugat tidak pernah menyampaikan
tanggapan apapun, oleh karena itu majelis menilai bahwa Tergugat tidak
keberatan dan karenanya pula majeli menilai Tergugat patut dihukum
membayar nafkah iddah kepada Penggugat. Dari alasan-alasan yang
digunakan hakim PA Sidoarjo, penulis lebih menyatakan kurang setuju,
karena putusan ini dinilai lebih cenderung pada pertimbangan hakim

mengenai pembayaran nafkah saja, yang harus dibayarkan oleh Tergugat

2 Wawancara dengan Ibu Masnukha (Ketua Majelis Hakim)
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kepada Penggugat. Dalam Pasal 149 KHI diatur mengenai kewajiban bekas
suami, tetapi hanya bila perkawinan putus karena thalaq. Kewajiban tersebut:
memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali bekas isterinya tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah,
maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali jika
bekas isteri dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qabla al
dukhul, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Pasal 149 di atas didasarkan pada pendapat ulama fikih, yaitu:

a. Jika perempuan itu dithalaq oleh suami dengan thalaq raj'i, maka selain
mut’ah suami juga wajib memberi nafkah dan maskan, baik perempuan itu
dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini didasarkan interpretasi terhadap
ayat Al-Qur’an, yaitu pada surat At-Thalaq ayat 6. Asumsinya adalah,
karena isteri yang di-talak raj'i dianggap masih di bawah tanggung jawab
suami, karena bila mereka ingin rujuk pernikahan dapat langsung
dilakukan tanpa adanya mubhallil.

b. Jika perempuan itu di thalaq ba’in oleh suami, dan isteri dalam keadaan
tidak hamil, isteri berhak mendapatkan mut’ah. Namun untuk nafkah

iddah ada tiga pendapat:
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Pendapat mazhab Syafii dan Maliki, bahwasanya bagi perempuan
tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak
mendapatkan nafkah. Dasar dari pendapat ini sama dengan perndapat di atas.

Pendapat Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Azizat-Tsauri, dan
mazhab Hanafi, bahwa perempun tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah,
kiswah dan maskan. Mereka juga mendasarkan pendapat ini pada ketentuan
ayat al-Qur’an di atas.

Pendapat Imam Ahmad (mazhab Hanbali), Dawud, Ibn Abbas, Auza’i,
Syiah Imamiyah dan lain-lain, perempuan tersebut tidak berhak sama sekali
atas nafkah, maskan maupun kiswah. Mereka mendasarkan pendapat ini pada
hadits riwayat Fatimah binti Qais yang berkata: “Suamiku telah
menceraikanku tiga kali, maka aku tidak mendapatkan nafkah maupun
maskan”.

Kompilasi Hukum Islam menerapkan pendapat yang ketiga, yakni
pendapat dari Imam Ahmad, Dawud, Ibn Abbas, Auza’i, Syiah Imamiyah, dan
lain-lain, yaitu isteri tidak berhak atas nafkah, kiswah maupun maskan. Hal
ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 149 huruf b KHI yang menyatakan, bilamana
perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri sclama dalam iddah, kecuali
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bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

hamil 3

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Dalam Putusan P.A
No.1784/Pdt.G/ 2008/ PA.Sda Tentang Cerai Gugat
Jika sebelumnya keputusan majelis hakim PA Sidoarjo menjatuhkan
putusannya berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf b. Maka
ada baiknya permasalahan ini juga dilihat dari segi dan pandangan hukum Islam
yang selama ini juga jadi pedoman umat Islam dalam menyelesaikan masalah-
masalah yang berkaitan dengan syari’at Islam.

Perceraian karena khulu‘ yang berarti seorang istri telah bercerai
dengan suami dengan jalan memberikan tebusan, maka dengan khu/u“itu bekas
istri menguasai dirinya secara penuh, segala urusan bekas istri berada
ditangannya sendiri, sebab istri telah membayar /wad atau tebusan yang berupa
harta maupun uang, atau dengan mengembalikan mas kawin. Oleh karena itu,
status perceraian karena khuli‘ adalah sebagai thalaq ba’in bagi istri, sehingga
suami tidak berhak merujuk bekas istrinya, dan meskipun bekas istri rela untuk
menerima kembali /wad tersebut.* Sebagai dasar hukum disyari’atkannya

khuli‘ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

3 Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) 123-124
4 Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, 221
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Artinya : " Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu
berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir
bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allal, maka
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka

janganlah kamu melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-

orang yang aniaya">

Berkenaan dengan istri yang dithalaq ba’in hukum islam menjelaskan
beberapa pendapat, menurut Imam Malik, Syafi’i dan lainnya yang mengatakan
bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah. Dan ulama’ kufah
juga menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan
nafkah bagi istri tersebut. Pendapat tersebut berdasrkan hadis Fatimah binti

Qais, yaitu:
% o1 ockz D P R
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Artinya : “bahwasanya Fatimah binti Qais berkata "suamiku menceraikan aku
tiga kali pada masa Rasulullah SAW. Kemudian aku datang kepada
Nabi SAW, Maka beliau tidak menetapkan tempat tinggal atau nafkah
untukku”. (H.R Muslim)®

5 Depag RI. A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 215
¢ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabiiry, Sahih Muslim, juz VII, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah,1995), 98
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Dan sebagian riwayat disebutkan sebagai berikut:

Ci\

SNt 50 205 RO 100 1 525

Artinya : “sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda “tempat tinggal dan natkah
hanyalah bagi istri yang dapat dirujuk oleh suaminya’. 7

Dalam hal ini jelas digambarkan bahwa pada perkara No. 1784/Pdt.G/
2008/PA.Sda bahwasanya hakim memutuskan memberikan nafkah iddah kepada
istri dengan alasan hukum bahwa ada permintaan/tuntutan dari istri yang
diputuskan secara verstek sedangkan menurut hukum Islam seorang yang istri
yang mengajukan cerai gugat dia harus memberikan tebusan sehingga istri
menmiliki dirinya, ia berhak menentukan nasibnya sendiri, dan suami tidak boleh
merujuknya karena si istri sudah mengeluarkan uang untuk melepaskan diri dari
suaminya kalau suami diberi kesempatan rujuk, maka tebusan istri itu tidak ada
artinya. Bahkan apabila suami mengembalikan tebusan istrinya dan si istri
menerimanya, suami tidak berhak merujuknya selama iddah karena istri tersebut
sudah ba’in (lepas) dari suaminya dengan tebusan jtu®

Dari uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa apa
yang telah diputuskan oleh hakim PA Sidoarjo tentang pemberian nafkah dalam

perkara cerai gugat ini, sangat bertentangan atau berlawanan. Yang mana dalam

7 s
Ibid, 99
® Al Hamdani , Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 267
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hukum Islam jelas telah disebutkan bahwa seorang isteri yang meminta khulu*
atas dirinya maka ia secara penuh menguasai dirinya, sechingga secara mutlak ia
tidak mempunyai hak untuk memperoleh nafkah dari suami setelah jatuhnya
khulu”.

Dengan tidak adanya pemberian nafkah iddah bagi istri juga didasarkan
pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 161 berbunyi: ” perceraian dengan jalan
khuli mengurangi jumlah thalaq dan tidak dapat dirujuk”.

Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan penulis apabila ada
perceraian yang terjadi karena Kkhulu‘ yang dilakukan oleh istri kepada
suaminya, maka akibat dari perceraian tersebut tidak ada kewajiban untuk
memberikan atau membayar nafkah iddah untu bekas istrinya. Sehingga penulis
lebih sepakat apabila pada putusan nomor : 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda bekas istri

tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah.



